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a. bahwa dalam rangka mencapai Mirenium Development Goals (MDGs} 
Bidang Air dan Penyehatan Lingkungan yaitu mengurangi se~ 
dari jumlah 111asyarakat yang belum memiliki akses temadap air 
minum dan sanitasi dasar yang berkelanjutan pada tahun 2015 ~ 

Rencana Pembang{man Jangka Menengah Nasional (RPJMN} 201~ 

2014 Bidang Air Minum dan Penyeh~n Ling~ngan sebagai upaya 
meningkalkan derajat dan kualitas hidup manusia, perlu adanya 
komitmen dan tanggung jawab bersama terhadap penyetenggaraan 
program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL); 

b. bahwa dalam rangka mencapai Mitenium Development Goals (MDGs) 
I 

2015, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN} 
• t 

2010-2014 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
I 

{RPJMD) Kabupaten Ketapang 2011-2015 telah diamanatkan untu~ 

menem~an penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan 
sebagai program prioritas penanggulangan kemiskinan; 

c. bahwa untuk terselenggaranya program penyediaan air minum dan 
penyehatan lingkungan dengan baik, dipelfukan keterlibatan belbagai 

pemangku kepentingan secara terarah dan terkoordinasi; 
d. bahwa program penyediaan air minum dan penyehatan linglwngan 

sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c pertu disusun dalam: 
suatu Rencana Strategis yang menjadi acuan berbagai pemangku l 

I 
kepentingan di Kabupaten Ketapang dalam penyelenggaraan air 
minum dan penyehatan lingkungan; 

Menimbang 
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~ .. 

' 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 
Nomor 5234); J 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kootdinasi ·\ 
I 

Kegiatan lnstansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik I 

Indonesia TahWl 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3373); 

7. 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan, 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

. 4. 

Meningat 

.. 

' e. bahwa betdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
I 

huruf a, huruf b, huruf c · dan huruf d pertu ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati . 

1. !Jodang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- 

. Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Repubfik rndonesia 
Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran .Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820); · 

2. Und~dang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
. ' 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Rep~lik 

Indonesia Nomor 4421); 
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara RepubliJc Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir detigan 

Undang.Undang Nomor 12 T ahun 2008 {Lembaran Negara Republil' 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Repuptik Indonesia Nomor 4844); 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dae~ 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126: 
Tambahan L.embaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 4438); ·\ 

I 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Jndonesia Tahun 2009 Nomor 1_44.\ 
5. 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
' 

~. Daerah adalah Ka!Jupaten Ketapang. 
2. Pemerintah adafah Pemenntah Kabupaten Ketapang. 
i 
~- Bupati adalah Bupati Ketapang. 

Pasal1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

M~MUtuSi<AN: 
i 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA SmATEGIS AIR MINUM \ 
DAN Pi:NYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KETAPANG TAHUN i 
2012-2015. l 

Menetapkan 

) 

(Lembaran Oaerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9); 

' 
13. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan' 

yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ketapang. 
' 

Tahun 2010 tentang Pengawasan Kuatitas Air Minum; 
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/MENKES/SKIIX/2008 

Tahun 2008 tentapg Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis 
Masyarakat; 

9. 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan ~ 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndon~ia Nomor 4737); 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendafian dan Evafuasi Pefaksanaan Rencana 
' 

Pembangunan Daerah (lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4817); 

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tenfang · Pengembangan 
' 

Sistem Penyediaan Air Minum; 
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492JMENKES/ PERJIVl2010 

:. .... 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
' 

• 



I 

l . 
' 

Ketapang oleh befbagai sumber. 

Maksud dan tujuan Renstra AMPL Tahun 2012~2015 adalah : 

a. SebaQai pedoman pengambilan keputusan dalam pembangunan AMPL 
b. Sebagai pedoman pengorganisasian da\am pe1aksanaan pembangunan agar sistematis dan 

terpadu 
c. Sebatjai insfrumen hasa pelaksa,:iaan pembangunan AMPL 

d. ~bagai instrumen pertdraan pembiayaan dalam pembangunan AMPL 
e. Sebagm instrumen invesmsi sektor penyemaan AMPL berbasis masyarakat di Kabupa\en; 

I 

Pasa13 

Renstra AMPL Tahun 2012-2015 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten 
' 

Ketapang, ~an Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan masyarakat dalam melaksanakan 
penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan ~s masyarakat 

Pasal2 

BABU 
RENCANA STRATEGIS, MAKSUO DAN TUJUAN 

yang terdiri dari Tim Koordinasi, Tun Pelaksa!)afTeknis dan Tim Sekretariat y~g bertug.as 
I 

mengkoordinasikan dan memberikan arahan terhadap kegiatan-kegiatan Air Minum dan 
I 

Penyehatan Ungkungan (AMPL}. 

Penyelenggara air minum adalah 'badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, 

badan. us¢la swasta, usaha perorangan, kefompok masyarakat dan/atau individual yang 
melakukan penyelenggaraan penyediaan air minum. 

7. Kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi Hngkungan yang mampu menopang keseimbangan 

ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas 

hidup manusia yang sehat dan bahagia. 
8. Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) adalah kelompok kerja 

. i 

I 
Au minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung dimin~m. 

I 

I 
l 

Rencana Strategis Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disebut Reristra 
I 
I 

AMPL Tahun 2012-2015 adalah dokumen perencanaan jangka menengah 2012-2015 d$ffl 
I 

penyediaan air minum dan penyehatan fingkungan yang merupakan komitmen Pemerintah 
I 

Kabupaten Ketapang. 

.. 

.. 
' ) 

4. 

.. - ,. 
5. 
6. 



POKJA AMPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas : 
a. Mengawal implementasi kegiatan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang dilakukan oleh 

SKPD telkait; 
b. memantau dan mengevaluasi kelancaran setiap kegiatan AMPL di Kabupaten Ketapang serta 

pelalcsanaan Program Strategis Pembangunan AMPL yang telah ditetapkan. 

Pasat 5 

(1) Dalam pelaksanaan tugas, Kelompok Kerja (POKJA} AMPL telah ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati Ketapang Nomor 136 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja dan Selcretariat 
Kefompok Kerja Pelaksanaan Kebijalcan Nasional Pembangunan PJr Minum dan Penyehatan 

Ungkungan Berbasis Masyaral{atdi Kabupaten Ketapang, 
(2) POKJA AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bencedudukan di bawah koordinasi Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang dan bertanggung jawab kepada 
Bupati Ketapang. 

. Pasa14 

BAB Ill 

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAS 

(1) Renstra AMPL Tahun 2012-2015 dengan sistemablca penurisan sebagai benl<Ut: 

a. BAB I Pendahuluan; 

b. BAB ll Profit dan Potensi Kabupaten Ketapang Dalam Pembangunan AMPL; 

c. Bab Ill Visi, Misi dan Nilai; 

d. BAB IV Strategi dan Kebijalcan; 

e. BAB V Penutup; 

f. Lampiran. 
(2) Renstra AMPL Tahun 2012-2015 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meru~n bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal4 



' 
BERITA DAERAH KAB KTPTAHUN 2011 NOMOR 252 

' 

Diundangkan di Ketapang 
pada tanggal 16 Desember 2011 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG, 

HENRI KUS 

rm 

·euPATI KETAPANG 

Ditetapkan di Ketapang 
pada tanggal 16 Desember 2011 

\ 

Peraturan Bupati ini mulai ber1aku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini d~an 
penernpatannya dafam Berita Daerah Kabupaten Ketapang. . I 

Pasal7 
• 

BABV 
KETENTUAN PENU'JUP 

I 
Pembiayaan pelaksanaan Renstra AMPL Kabupaten Ketapang Tahun 2012~2015 dibebankan pads 

anggatan masin~asing SKPD ter1<ait dan pemangku kepentingan sebagaimBf1a tercantum dalam 
I 

matriks program dan kegiatan strategis sebagaimana telfampir dalam Renstra AMPL yang merupa,kan 
bagian lidak te,pisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal6 

BABIV 
PEMBIAYAAN 

. . . 


